
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 

tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3 711); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Kota Tarakan. 

Menimbang 

WALI KOTATARAKAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN 

TENT ANG 

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

WALI KOTA TARAKAN 

PROVINS! KALIMANTAN UTARA 



PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA 

LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan 'Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Reuangan 13adan 'Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1213); 



Pasal 3 

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSU dihitung berdasarkan 

laperan realisasi anggaran pada 1 (satu] periode anggaran. 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dimaksudkan 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSU. 

(2) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD untuk 

mendukung kegiatan pelayanan kesehatan BLUD RSU kepada 

masyarakat. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W ali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tarakan. 

2. Pemerintah Daerah adalah W alikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota 

Tarakan. 

3. W ali Kota adalah W ali Kota Tarakan. 

4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah 

Sakit Umum Kota Tarakan. 

5. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh 

unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD adalah selisih lebih ant-ara 

realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 ( satu) tahun 

anggaran. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Tarakan. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

BAB II 

PENGELOLAAN 



Apabila pada akhir Tahun Anggaran terdapat Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran BLUD RSU, maka 

tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dilaporkan ke BPKAD yang 

merupakan bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah 

Kota dan dapat digunakan untuk Tahun Anggaran berikutnya. 

Pasal 4 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSU sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, 

kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya 

ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan 

rencana pengeluaran BLUD RSU. 

(3) Pemanfataan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSU dalam 

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat digunakan untuk mernenuhi kebutuhan likuiditas. 

(4) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSU 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk 

membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 

(5) Pemanfataan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSU dalam 

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului 

peru bahan APBD. 

(6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

mencakup: 

a. -program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dan/ atau belum cukup 

anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan masyarakat. 



SUP ARLAN 

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 273 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOT TARAKAN, 

Diundangkan di Tarakan 
Padatanggal 26 Desember 2019 

Pasal 5 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Tarakan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Ditetapkan di Tarakan 
Pada tanggal 26 Des ember 2019 
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